LEMBARAN' DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR s O1 TABUN 1997 SERL D NOMOR 1,

PENERL NTAHE KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR s 05 TARUN 1996
TERNTANG
ORGANL SAST ' DAN TATA KERJA IENAS KESEHATAN KABU..
PATEN DAFRAH TINGKAT II BANTAENG,

Menimbang

8e

be

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATL KEPALA DAERAH TINKAT II BANTAENG

behwa dalam rengka peningkatan penyelenggaraan Pambay
Ben Kesehatan den Pelayanan Kesehatan terhadap masyay
kat seeara berdayaguna dan berhasil guay dipandang y
Iu wniuk menata kembali Organisasl dan Tata Kerja Di
Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng sesus
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomow 21 Talnn 1994 1
tang Pedoman Organisasi dap Tata Eerja Dinas Kesehate

bahwe untuk penyesuaian dengen Keputusan Menteyi Dal
Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organigasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, mala Peraturen Daeral
Kabupaten Daereh Tingkat II Bantaeng Nomop 7 Tabun 49
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
Nomor 16 Tabun 1983 Serd D Nomop 13 $entang Opganise
dan Tata Kerja Dinag Kesehatan Kabupaten Daerah Tingk
II Bantaeng dipandang perlu dicabut 3
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bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng tentang Organisasi dan Tam
ta Kerja Dinas Kesehatan Kabupeten Daerah Tingkat 11

Bantaenge

Undang-undang Nomor 129 Tahun 1959 tentang Pembentuk~—
an Daerah-daerah Tingkat II di Sulavesi (Lembaran Ie
gars Tahun 1959 Nomor T4, Tambahan Lembaran Negara-
Nomor 1822) ; .

Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tontang Pokok=— pokok
Pemerintahan di Daersh (lembaren Negora B Talun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara HL Nomor 3037) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penye
raban sebagdan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kese-
ilatan kepada Dacrah (Lembaran Negera RL Tahun 1987 No
mor 9, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3347) 3
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Talwui 1992 tentang Pem
nyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada
Dacrah Tingkat II (Lembaran Negara EL Tahun 1992 Nomop
77y Tambahan Lembaran Negara RL Nomor 3487) 3
Keputusan berscama Menteri Kesechatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 48/MENKES-SKB/IL/1988 dan Nomor 10 Tabun
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerin =
tah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerzhan sebagian -
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Dag
rah 3

Keputusan lienteri Kesehatan Nomox 99a/I~IEEH{ES/ SK/II1 /-
1982 Tahun 1982 tentang Berlskuny: Sistem Kesehatan -
Nasional j

Te Reputusan esevescese
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7o Keputusen Menteri Dalam Hegeri Nomor 39 Tahun 1092 ten
tang Pedoman Organisasi Dinas Daerah

8o Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993 ten
tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Pery
bahan 3 ‘

9e Keputusan Menterd Dalam Yegeri Nomor 21 Tahun 1994 ten
tang Pedoman Opgenisasi dan Tata Kerja Dinas Keschatane

Dengan Persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting

Menetapkan

St T 3 -
~+ 11 Banitze

p
NTe

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATRAH TLNCGKAT 1I BANTAELG TEX

TANG ORGANI SASI DAN TATA KEGRJA DLNAS KESEHATAY KABUPATEN-
DAERAH TLNGKAT II BANTAENGe

BAB I
KETENTUAN UL
Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yory dimaksud dengan $

a. Daerah adalah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Bantaeng j

be Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah—
Tingkat 11 Bantaeng ;

ce Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daeran Tingkat ILl-
Bantaeng 3

de Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Tingkat-—
ITI Bantaeng

es Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Ting
kat I1 Bantaeng 3

£. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelak-

sana Tugas Dinas Kesehatan di Lapangan j

e Puskeamad sesvesscsese
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ge Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanskan pelayanan upa~
ya kesehatan secara paripuma kepada Masyarskat di wilaysh kep
je tertentu i

t. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
yang ada pada Dinas Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat =
11 Bantaeng 3;

ie Cabang Dinas Kesehatan adalah Cabang Dinas Kesehatean dslam Ka-
bupaten Daerah Tingkat 11 Bantaengs

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSL
-Pagal 2

N
s
-

Dinas Kesehatan adalah Unsur Felaksana Pemerintah Daerah di -
Bidang Kesehatane '
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertangsung jawab kepada Kepala Daerahe

Pasal 3
Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan  sebagian
urusan runah tangga Daerah dalam Bidang Kesehatan yang menjadi -
tangsung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerin
tah dan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Sela-

tane
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebﬁt pada pasal 3 Peratup—
an Dacrazh ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
as Pembinaan Umum di Bidang Kesehatan meliputi pendekatan pengika
tan pencegshan, pengobatan, pemulihan berdasarkan kebi jaksané-—
an yang ditetapkan oleh CGubernur Kepala Dacrah Tingkat I Sula—
wesl Selatan ;

te Pembinaan eecesesssesecs
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be TFembinaan Tehnis di bidang upaya Pelayanan Kesechatan dasar danr
upnya Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan kebijaksanaan teh
nis yang ditetapkan oleh Menteri Keschatan j

Ce Pembinaan Operasionzl sesuai kebijsksanaan yeng ditetapkan oleh

Kepala Daerah,

BB 4 LIE
SUSUNAN  ORGANL sAST
Pasal 5

(1) Susuwnan Opganisasi Dinas Keschatan “erdiri deri @

as Kepala Dinas ;

be Sub Bagian Tata Usaha

ce Sekel Kesehatan Keluarga dan Program Kesehatan Masyarakat o
( Bl ) ;

de Scksi Pelayanan Kesehatan i

ee Seksi Pencegahany, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Ling
kungan ( P2P dan PL ) 3

fo Unit Pelaksana Tehnis Dinas ( UPTD ) ;

&e Kelompok Jabatan Fungsionale

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum—
Vi &

dalem lampiran, dan merupakan bagian yeng tidak terpisahkan dari

Bagian Pertanma
Sub Bagian Tata Usaha
Pagal 6
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Penyusu
AN rencana, program, kepegawalan, keuangan, sural menyurat, humas
in protokol penyusunan data statistik, penggandasn, perlengkapan,-
was~-tugas wmum serta pembuatan laporan kerja dinase

Pasal 7 coveccsesses
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Pagal 7
Untuk melaksanskan tugas terscbut pada Pasal 6 Peraturan Dae
rah iniy Sub Bagian Tata Usaha mempunyal fungsi s
as Menyusun Zencana dan Program, Penyusunan Data Statistik, Surat
Menyurat tugas-tugas Umum, Perlengkapan, Kerumah Tanggazn,Humas
dan Protokol serta pembuatan Leporan Kerja ;
be Pengelolaan Administrasi Kevegawaian dan Latihan Pegawal
ce Pengelolsan Keuangan dan Perbendaharaan.

Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha ferdiri dori s

a@e Urusan Umum ;

T

e’
L ]
3

rusdin Kepegawaian ;
ce Urusan Keuengan j
"Pasal 9
(1) Umusan Umum mempunyai tugas Menyusun Rencana, Progrem Kerja, -
Data Statistik, Perlengkapan, Humas dan Protokol, Kerumah Tangw
gadn, Perlengkapan serta Umume
(2) Urusan Kepegawaian mempunyal tugas melakukan pengelolaan Admi -
ristrasi Kesejahteraan dan Latihan Pegawai.
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan
dan perbendaharaalie
Bagian Kedua
Seksi Kesehatan Keluaréa dan
Program Kesehatan Hasyarakat
Pasal 10
Seksl Kesehatan Keluarge dan Progrem Kesehntan Magyarakat =
QPKN) mempury2i tugas menyelenggarekan pemtinaan Kesehatan Ibuydnak
dan Keluarga Berencana serts Penyuluhan Kesehatan kepada llasynrakat.

Pasal 11 oo boesD e e
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Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Fer2iuran
Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluargs den Frogram Kesehatan Masyarakat
(PKM) mempuryei fungsi ¢
ae Pembinaan Usaha Keselatan Itu, Anck melalui Fuskesmas dan Unit -

unit Pelayanan Kesehatar j

T. Penyelenggarasn Perguluhan Kesshaeten kepada Masyarakat ;
ce Pombinasan Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat j

-

de Tembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencanae

Pagal 12
Seksi Kesehatan Keluargae dan Program Xeschatan Masyarakat tep
diri dari s A
ze Sub Seksl Kesehatan Keluarga
‘be Sub Seksi Gizi j

ce Sub Seksi Progrem Kesehatan Masyarakat ( FKM ).

Pagal 13

(1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tuges mengumpulkan dan me—
ngoleh bahen pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga serta Fe
layanan Kesehatan Ibu yang menderita Penyakit Kandungan ;

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bshan -
penyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyaraxat dan memorator =
status gizl masyarakat s

(3) Sub Seksi Program Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai tugas mo-
ngumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan bimbingan, penyuluh

an serta pengawasan tehnis kesehatan masyarakate

Bagian Ke'tlga evocssc0con e
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Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 14
Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyslenggarakan pem

binaan dan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Usaha Kesehatan Khu -

sus serta pembinaan pemulihan Kesehatan Masyarakat dan meningkatkan -

mitu pelayanan kesehatan.

Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Dag

rah ini, Seksi Pelayanan Kesehzatan mempunyai fungsi

8e

be

de

be

(1)

Pembinaan Pengawrsan mitu pelayanan puskesmas, mengatur penyedia—
an pasilitas puskesmas keliling, menganalisa laporan puskesmas -
dan pelayenan rmujukan ;
Pembinaan Usahe Pengembangan Rumah Sakit dan peningkatan mutu e}
layenan Rumah Sakit serta Puskesmas
Pembinean Rumah-rumah Sakit Khusus, penyusunan rencana  kebutuhan
Obat—obatan dan alat-alat kesehatan serta penganalisaan data, -
Pengavasan pengelolaan obat—~obatan pada Puskesmas dan Puskesmas -
Pembantu.
Pasal 16

Seksi Polayanan Kesehatan lasyarakat terdiri dari
Sub Seksl Puskesmas j
Sub Seksi Rumah Sakit

Sub Sekel Kesehatan Khusus dan Farmasie

we

Pagal 17
Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah ba~
han pembinaa, Pengawasan Perkembangan Puskesamas serta bahan po-—
rencanaan kebutuhan alat-alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas -

Pembantu ;
(2) Sub Seksi sesceesse
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2) Sub Seksi Rumah Sa.ld.f mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah
bahan pembinaan, pengawasan perkembangan Rumah Sekit serta mutu
pelayanan dan rujukan pada Rumeh Sakit Umum

3) Sut Seksi Kesehaten Khusus dan Farmasi mempunyai tugas mengum =
pulkan dan mengolah bahan pembinaan mitu pelayanan kesehatan -
gizi, mata, mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta
serta menganalisa data laporan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit
Kustae

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
Pagal 18
oeksl Pencegnhoy. Pemberantasan Peny’*}dt dan Penyehatan Ling-
kungan mempunyal tugas menye lenggarakan koordinasi ugaha~usaha peni
ngkatan pencegahan, pemberantasan penyakit, pembinaan tehnis pelak—
sznaan upaya pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan -
lingkungan pemukimane
Pagal 19
Untuk melaksanskan tugas tersebut pedz pasal 18 Peraturan -
deerch ini, Seksi E‘ex‘ce:r”Lan Pemberantasan Penyakit dan Peryehatan

- Ié
AV RAANAN §

o AY - ~
Par L th

dsn TL) mewpunyal Tuncai t

» DPembinesan dan Bvaluasi pelaksanaan usaha-usaha pericegahan, pel-
berantasan penyakit gerta penyehatan lingamgan pemukiman §

, Koordinasi Usaha Peningkatan Fencegahan, Pemberantasan Penyakit
ierular dan Peningiatan Kebersihen I lasyarakat serta kegiatan -
Imnisasi 3
Supervisi, bimbingen tehnis pelaksanasy por ncegahan pemberan*"f' san
penyakit dan Peryehatan Lingkungan Pemulkdiman
Peryjelidikan, Penelitian terhadap penyalki: menular “jang bersum

ber dari Binatang dan menular langsunge




Pagal 20

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyelit dan Penyehatan Lingw

lngen terdiri dari

de
be

Ce

(1)

o)
no
~

(3)

Sub Seksi Pencegahan Penyakit
Sub Seksi Pencegahan Penyakit
Sub Sekei Penyehatan Lingkungar.

we

we

Pasal @1

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bzhan Pemantapan kegiatan Pencegahan, pengamatan Penya
kity penelitian epidenioclogi serta renangsulangannya dan koordi
nasi pelaksanasn kegiatan immisasi.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulitan -
bshan monitoring, Evaluasi Pelaksanaan pemberantasan penyaldi.t,
penyebarluasan informasi dan pelatihan pemberantasan penyakit —
menular yang bersumber dapi binatang serta menularp langsunge
Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan -
bahen Pembinaan Evaluasai kegiatan dibidang sapana aip minum, -
Jjambang keluarga, kesehatan tempat-tenpat umum, penyehatan make

nan dan minuman septa lingkungan pemulcimans

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)
Pasal 22

(1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan adalah Pelaksana Tehmis

(2)

dinas yang mempunyai tugas melaksannkan sebagian tugas Dinag -
Kesehatan di Bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Saki+ Khusus, Seko-
lah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmase

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehotan i pimpin oleh seorang Ke
rala UPTD yang berada dibawah dan bortangsung jawab kepade Xena '

la Dinas Keseshatan,
Pasal 23--0--0-0-.'
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Pasal 23

a7

Unit Pelal:sana Tehnis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah

memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Hepgerie

Bagian Xeenam
Cabang Dinas Koesehatan
Pasal 24
(1) Cabang Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Dinas Keschatan -
yang melaksanalan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Kesecha -
tan dan tugas pembantuane.
(2) Cabang Dinas Xesehatan dip pimpin oleh seorang Kepalz yeng berada
dibawah dan bertanggung jawed kepada Kepala Dinas Kesehatane
(3) Cabang Dines Keseh~+an dapat dibentuk setelah memeruhi kypiteria
yeng ditetepkan Menteri Dalam Negorie
(4) Cabang Dinas Kesechatan mempunyai wilayah kerga dalam 1 ( satu )
Wilayah Kecemztan atau lebih.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25
i 14 A me Yy el +u
lompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tu—
gaskhusus scoucl bidana Xeahlisn den lehutuhoane
Pasal 26

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdird dari sejumlah fenaga dalam
Jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berhagai kelompok
sesual bidang keahliannyae

2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentuan berdasarkan kebutuhan dan -
beban kerjae

3) Pembinaan %erhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dencan -
Peraturan Perundang-undangan yang berlakie

BAB IV eGosv00e G0
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RAB 1V
TATA XERJA
Bagian Pertana
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 27
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikaen oleh OGubernup Kepala Dag
rah Tingkat I Sulawesi Selatan atas usul Kepala Daerahe.
(2) Pejabat-pejabat Struktural lainnya diangkat dan diterhentikan se
suai Peraturan Perundang-undangan yang berlakie

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pagsal 28§
(1) Dolam lelaksanakan tugasnya, Dinas Keschatan dan Instansi Verti~
kal yang urusannys sejenis menyeleng kan koordinasi mebm

lerja dengan cara sebaik~baiknyn.
3\ % ¢ i -~
(2) Delem me laksanakan tugasnye Dinas Kesshnian wajib menyelengsara—

an koordinasi secarz fungsional dengan cara yang sebai ik-~bailkmyae
Pasal 29

(1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksam
naan yang ditetapkan oleh Kepala Dacrahe

E sy 2%

T o TS e L TR i 2%

Ny Ae0 predind Wadias anE BCE

Wil ROINCWASL DG o

vim e s’m o

r& § baio - ieg
membinbing den mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu e laksa~
na dan penunjang yang berada dalanm Lnjmga.r dinasnyae

BAB v
KETENTUAN PERAIITIA
Pasal 30

idal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, aken di

‘»__J
[

atur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerak sepanjang mengenai pe

fasal 31 ®ecosessossa
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Pasal
Dengan berlakunya Peratura
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng

bentwan Susunan Organisasi dan Tata

Daerah Tingkat

1l Bantaeng yang disahkan oleh

31

n Daerah ini, maja Peraturan Daeral

Homor 7 Tahun 1982 tentang Perm-
Kerja Dinas He sehatan Kabupaten

Gubermur Kepala Dae rah

Tingizat I Sulawesi Selatap dengan Surat Keputusan Nomop 809/% /1982~

tangsal 24 ¥opember 1982 dan

diundangkan dalsan

lembaran Daerah Kabym

raten Dacrah Tingkat II Bantaeng Nomor 16 Tahun 1988 Seyi D Nomor 13

dinyatskan tidak berlaku lagie

BAR
KETEITTU AN
Pagal

Peratupan Daeprah ini mulai beplaky pada

Agar supaya setiap

Orang dapat mengetalminya,

Vi
PENUTUD
32

tanggal diundangkan.,

memerintahkan o

pengundangen Peraturan Dasrah ini dengan Denennatannya dalam Lembay-
an Daereh Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng,

DEWAN PERVAKT LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TX.IT BANTAERG
KETU&

Cap/ttd

ABDQ SA.M-&D MISTADIAB, BAO

Ditetapkan gi Bantaeng
25 April 1996.

BUPATL KEPALA DARRAH
TINGKAT II BANTAENG

Pada tanocal

Cap/tta
Drs-HoMo SAID SACX}AF.




2 Quberrmp Repala Daepal Mingkat T
Sulawesi Selatan dengan Suprat Keputy N

988/}&1/1996, tanggal s Desemboy 4

dalap Lembapay Daer
Daeran Tingkat IT 3

Seri D Nomoy 1,

9966
Diundangkan ah Kabupaten
antaeng Nomomw 01 Tahy, 1997
tanggal 9 Jamami 19976

Pangicat Pembpj na
NI p, 580 010 O 4 o5




